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Rekan ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya 

sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan 
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RINGKASAN 

Prosedur Penghitungan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi  Melalui Jasa Kantor  Konsultan Pajak 

Drs. Agus Sambodo Dan Rekan; Bayu Rizki Pratama, 150903101048; 2018: 110 

halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Laporan  Tugas Akhir  disusun  berdasarkan  Praktek  Kerja  Nyata yang 

dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan 06 April 2017, tujuan 

penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan 

tentang  pajak  penghasilan  pasal  25  khusunya  atas  Wajib  Pajak  orang  pribadi 

sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur pelaksanaan 

penghitungan,  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  yang  dilakukan  oleh Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan kepada salah satu kliennya terkait 

Pajak Penghasilan Pasal 25 .  

 Penerimaan Negara Republik Indonesia terbesar bersumber dari penerimaan 

pajak. Penerimaan pajak selalu mempengaruhi berlangsungnya pembangunan 

negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh 

pemerintah. Kewajiban perpajakan bagi warga Negara Republik Indonesia harus 

dipenuhi untuk modal dasar sebuah negara. Penerimaan negara dari sektor pajak 

salah  satunya  yaitu  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  25.  Pajak  Penghasilan  (PPh) 

Pasal  25  merupakan angsuran  Pajak  Penghasilan  yang  harus  dibayar  seniri  oleh 

wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud 

dalam  pasal  25  Undang-Undnag  No.  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah 

terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

Pembayaran  angsuran  setiap  bulan  itu  sendiri  dimaksudkan  untuk  meringankan 

beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang di akhir tahun sehingga Wajib 

Pajak tidak perlu terbebani untuk membayar pajak di akhir tahun secara sekaligus. 

Terutama untuk Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan, 
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dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan salah satu pajak yang 

menyumbangkan pemasukan negara yang besar.  

 Kegiatan yang penulis lakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pada Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu membantu tugas dari bagian 

Konsultan terkait dengan Administrasi dan Penghitungan Perpajakan Klien  serta 

mempelajari kegiatan perpajakan yang ada pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. 

Berdiskusi dengan para staff di bagian konsultan pajak terkait perpajakan yang baik 

itu mengenai aturan pajak terbaru atau kasus pajak yang diterima dari klien. Tidak 

jarang juga ikut diperbantukan di divisi lain seperti divisi pelatihan dan pendidikan 

dimana ditugaskan sebagai pendamping asesor. 

 Hasil dari kegiatan yaitu Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan  merupakan  salah  satu  instansi  yang  membantu  para  Wajib  Pajak  dalam 

menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak mulai dari 

membantu melayani penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan Konsultasi 

Perpajakan. Salah satunya yang dihadapi yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25  

terkait klien, Kantor Konsultan Pajak memilik tugas untuk memberikan bimbingan 

dan membantu kliennya mulai dari penghitungan, pembayaran dan pelaporan agar 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang- Undang perpajakan 

yang berlaku. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan memberikan 

bimbingan dan bantuan dalam hal penghitungan pajak penghasilan pasal 25 atas 

wajib pajak orang pribadi dan  telah sesuai Undang-Undang  No. 36 Tahun 2008 

tentang  Pajak  Penghasilan  dengan  memerhatikan  Pajak  Penghasilan  Terutang 

Tahun lalu dibagi dengan 12 bulan disertai dengan dibuatnya draft 

penghitungannya. Untuk pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 

25,  pihak  Kantor  Konsultan  Pajak  Drs.  Agus  Sambodo  dan  Rekan  waktunya 

membantu kliennya dengan cara membuatkan kode Billing terkait pajak 

penghasilan pasal 25 yang nantinya akan dikirim ke kliennya agar dapat melakukan 

pembayaran  pajak  penghasilan  pasal  25  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Direktorat 

Jenderal  Pajak  Nomor  SE-11/PJ/2016  dan  bukti  bayar  yang  diterima  dari  bank 

persepsi  dengan  disertai  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara  (NTPN)  sudah 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ix 
 

dianggap sekaligus melakukan pelaporan untuk pajak penghasilan pasal 25 sesuai 

dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2008. Dalam 

membantu kliennya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan setelah  membanntu dalam 

penghitungan  pajak  penghasilan  pasal  25  dan  pembuatan  kode Billing  untuk 

kebutuhan pembayarannya, selanjutnya adalah menghimbau kepada kliennya agar 

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti pembayaran dan 

pelaporan dilakukan tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

pelaporannya.  

(Dilaksanakan  dengan  Surat  Tugas  Nomor  0605/UN25.1.2/SP/2018, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember). 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


x 
 

PRAKATA 

 

 Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  segala  Rahmat  dan  Karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“Prosedur Penghitungan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 

Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo Dan Rekan”.  Laporan Tugas  Akhir ini disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Penulisan  Laporan  Tugas  Akhir  ini  tidak  lepas  dari  bantuan,  bimbingan, 

saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Dr.   Ardiyanto,   M.Si,   selaku   Dekan   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Ilmu  

Politik Universitas Jember; 

2. Dr.  Akhmad Toha, M. Si,  selaku  Ketua  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Falkutas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

3. Drs. Boedijono, M.Si,  selaku  Ketua  Program  Studi  Diploma  III  Perpajakan 

Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

4 . Yeni Puspita, S.E, M.E,  selaku  Dosen Pembimbing  Akademik;  

5 . Sandhika  Cipta  Bidhari  S.M.B.,  M.M  selaku Dosen  Supervisi  dan  Dosen 

Pembimbing Laporan Tugas Akhir;  

6 . Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi 

kesuksesan  belajar  penulis,  serta  seluruh  staf  yang  telah  membantu  penulis 

dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember; 

7. Bapak  Drs.Agus  Sambodo.SH.,MSA.,BKP    Selaku  Direktur  Utama  Kantor 

Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan Rekan Malang; 

8. Seluruh Staff dan Karyawan KKP.Drs Agus Sambodo dan Rekan, PT. Cipta 

Sarana Cendekia, CV. Cipta Jasatama, dan KAP. Drs. Abdul Ghoni Abubakar 

dan Rekan.   
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9. Detasemen Uno kakak-kakak tingkat yang sudah membimbing dan mendukungku 

selama kuliah; 

10. Teman-teman magang Universitas Brawijaya yang sudah membantu dan memberi 

dukungannya; 

11. Rekan-rekan  seperjuangan  Program  Studi  Diploma  III  Perpajakan  angkatan 

Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya; 

12. Seluruh rekan-rekan anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) 

Tax Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

terimakasih atas pengalaman dan kerjasamannya, semoga Tax Center semakin 

berkembang dan maju; 

13. Seluruh   keluarga   besar   yang   selalu   memberikan   semangat   dalam   proses 

pengerjaan Laporan Tugas Akhir; 

14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung 

hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.  

 Tanpa  bantuan  serta  dorongan  dari  berbagai  pihak  sangatlah  sulit  untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan 

saran dari semua pihak demi kesempurnaan  Laporan  Tugas  Akhir ini. Akhirnya 

penulis  berharap,  semoga  Laporan  Tugas  Akhir  ini  dapat  memberikan  manfaat 

kepada semua pihak khususnya pembaca. 

 

 

 

Jember, 18 Mei 2018         Penulis 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu negara dikatakan maju apabila rakyatnya memiliki kesejahteraan atau 

kualitas  hidup  yang  tinggi.  Kesejahteraan  rakyat  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan 

ekonominya  dan  dilihat  bisa  tidaknya  dalam  mengatasi  masalah  ekonomi  yang 

terjadi. Maka dari itu suatu negara terus berusaha untuk melakukan pembangunan 

ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam melakukan 

pembangunan  tentu  diperlukan  penghasilan  atau  pendapatan.  Pendapatan  negara 

tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup 

dan  menarik  di  kehidupan  masyarakat  di  berbagai  negara  karena  pajak  sebagai 

sumber pendapatan yang paling menghasilkan. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 

pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak  memegang  peranan  utama  dalam  keberlangsungan  negara.  Postur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka waktu tahun 2013 

sampai  dengan  tahun  2017  mencerminkan  betapa  pentingnya  peranan  tersebut. 

Berdasarkan buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018 Kementerian Keuangan 

Sekitar  72%  lebih  proporsi  penerimaan  pajak  terhadap  keseluruhan  penerimaan 

negara. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya 

pembangunan  nasional  di  berbagai  sektor  sebagai  wujud  pelayanan  pemerintah 

kepada masyarakat.  Peraturan perundang-undangan pun tidak terlepas guna 

mengatur tentang pajak, peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu, 

Undang-  undang  No.  7  Tahun  1984  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan 

Undang-undang No. 36 Tahun 2008.  

Pajak sendiri memang merupakan penyumbang dana terbesar yang 

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. 

Serta merupakan salah satu usaha untuk  mewujudkan kemandirian suatu bangsa 
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atau negara dalam pembiayaan pembangunan dan penerimaan perpajakan 

merupakan salah satu unsur penting dalam pendapatan negara.  

Berdasarkan Buku  II Nota  Keuangan Tahun Anggaran 2018,  Pendapatan 

negara pada periode 2013-2016 mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan 

rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen per tahun. Realisasi pendapatan negara 

meningkat dari Rp1.438,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.555,9 triliun pada 

tahun 2016. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dan 

penerimaan hibah pada periode 2013-2016. Dalam Buku II Nota Keuangan Tahun 

Anggaran  2018  yang  menjelaskan  mengenai  APBNP  tahun  2017,  pendapatan 

negara ditargetkan sebesar Rp1.736,1 triliun atau meningkat 14,7 persen dari rata-

ratanya dalam periode 2013-2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 

membaiknya indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dari sebesar 

4,8 persen (2015) menjadi 5,0 persen (2016), dan peningkatan aktivitas ekonomi 

dan perdagangan.  

Kenaikan target pajak juga merupakan dampak berbagai kebijakan 

perpajakan yang telah maupun akan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan program 

keterbukaan  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan,  maupun 

extra effort internal berupa peningkatan pengawasan, penagihan dan pemeriksaan 

pajak,  dan  juga  sosialisasi  mengenai  pentingnya  pajak  kepada  masyarakat  yang 

dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, 

selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga merumuskan berbagai macam  kebijakan 

perpajakan yang dapat menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan seperti 

program tax amnesty dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan 

adminsitrasi perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak 

orang pribadi ataupun wajib pajak badan seperti administrasi terkait pembayaran 

dan  pelaporan  pajak  bisa  dilakukan  dari tempat  wajib  pajak  berada,  tidak  harus 

mendatangi Kantor Pelayanan Pajak karena dapat dilaksanakan secara online yaitu 

dengan adanya E-Billing dan E-Filing. Dengan dimudahkannya wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan semakin banyaknya sosialisasi 

mengenai perpajakan , diharapkan wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dan semakin mengerti betapa pentingnya pajak sehingga pendapatan  
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negara  dari  sektor  perpajakan  dapat  meningkat  tiap  tahunnya.  Perkembangan 

pendapatan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 seperti berikut : 

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara  

(Miliyar Rupiah) 

Uraian 2013 2014 2015 2016 APBNP 

2017 

I. Pendapatan Dalam Negeri 

1. Penerimaan Perpajakan  

a. Pendapatan Pajak 

Dalam Negeri 

1) Pendapatan Pajak 

Penghasilan 

a) Pendapatan PPh 

Migas 

b) Pendapatan PPh 

Non Migas 

2) Pendapatan PPN 

3) Pendapatan PBB 

4) Pendapatan BPHTB 

5) Pendapatan Cukai 

6) Pendapatan Pajak 

Lainnya 

b. Pendapatan Pajak 

Perdagangan 

Internasional 

1) Pendapatan Bea 

Masuk 

2) Pendapatan Bea 

Keluar 

1.432.058,6 

1.077.806,7 

 

1.029.850,1 

 

   506.442,8 

 

     88.747,4 

    

   417.695,3 

   384.713,5 

     25.304,6 

                 - 

   108.452,1 

 

       4.937,1 

 

 

     47.456,6 

 

     31.621,3 

 

     15.835,4 

1.545.456,3 

1.146.865,8 

 

1.103.217,6 

 

   546.180,9 

 

     87.445,7 

 

   458.735,2 

   409.181,6 

     23.476,2 

                 - 

   118.085,5 

 

       6.293,4 

 

 

     43.648,1 

 

     32.319,1 

 

     11.329,0 

1.496.047,3 

1.240.418,9 

 

1.205.478,9 

 

   602.308,1 

 

     49.671,6 

 

   552.636,6 

   423.710,8 

     29.250,0 

              0,3 

   144.641,3 

 

       5.568,3 

 

 

     34.940,0 

 

     31.212,8 

 

       3.727,1 

1.546.946,3 

1.284.970,1 

 

1.249.499,5 

 

   666.612,4 

 

     36.098,6 

 

   630.113,8 

   412.213,5 

     19.443,2 

              0,5 

   143.525,0 

 

       8.104,9 

 

 

     35.470,7 

 

     32.472,1 

 

       2.998,6 

1.732.953,0 

1.472.709,9 

 

1.436.730,9 

 

   783.970,3 

 

     41.770,3 

 

   742.200,0 

   473.483,3 

     15.412,1 

                 - 

   153.165,0 

 

       8.700,0 

 

 

     36.979,0 

 

     33.279,0 

 

       2.700,0 

Sumber : Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018 

Pendapatan  dalam  negeri  dalam  periode  2013-2016  meningkat  rata-rata 

sebesar 3,9 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 

7,9  persen.  Tingginya  pertumbuhan  pendapatan  dalam  negeri  di  tahun  2014 
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terutama  didukung  oleh  kinerja  penerimaan  negara  bukan  pajak,  penerimaan 

perpajakan serta realisasi asumsi dasar ekonomi makro, seperti tingginya 

pertumbuhan ekonomi,  nilai  tukar  rupiah,  dan  masih  tingginya  harga  komoditas 

(minyak bumi).  

Penerimaan  perpajakan  terdiri  dari  pendapatan  pajak  dalam  negeri  dan 

pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2013-2016, realisasi 

penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari Rp1.077,3 triliun pada tahun 

2013 menjadi Rp1.285,0 triliun pada tahun 2016, Sejalan dengan semakin 

meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan 

terhadap  pendapatan  dalam  negeri  juga  meningkat,  dari  75,2  persen  pada  tahun 

2013 menjadi 83,1 persen pada tahun 2016. Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 

ke  tahun  pajak  yang  paling  tinggi  penerimaannya  yaitu  dari  Pajak  Penghasilan. 

Pajak  Penghasilan  lebih  besar  daripada  objek  pajak  lainnya.  Pajak  Penghasilan 

sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan 

ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  darimanapun  asalnya  yang 

dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. 

Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 

ayat 2 dan lain sebagainya.  

Tetapi kali ini penulis lebih tertarik menulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 

25. Menurut Resmi (2017:345) Pajak Penghasilan (PPh) 25 merupakan angsuran 

Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap 

bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan 

itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar 

pajak  terutang.  Dengan  adanya  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  dapat  meringankan 

beban pajak terutang bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lumayan besar 

sehingga menyebabkan pajak penghasilan terutang besar juga.  Berikut ini daftar 

rincian seberapa besar sumber penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Nonmigas 

khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5 
 

Perkembangan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dapat dilihat dalam tabel 

1.2 seperti berikut : 

Tabel 1.2 Perkembangan PPh Nonmigas, 2015-2017 

(miliar rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018 

Dari Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa dalam APBNP tahun 2017, 

pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp742,2 triliun, atau naik 

44,2 persen dari rata-ratanya dalam periode 2015-2017. Kenaikan target pendapatan 

PPh nonmigas dalam tahun 2016 tersebut antara lain didukung oleh  extra effort 

terutama implementasi kebijakan pengampunan pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 

2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan 

untuk  keperluan  belanja  negara  baik  itu  untuk  pelayanan  umum,  perlindungan 

sosial,  pendidikan,  pertahanan,  kesehatan,  ketertiban  dan  keamanan  dan  lain 

sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha 
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dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak 

agar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki 

sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam 

melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya sehingga tidak ada 

alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sebagai 

masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif (warga Indonesia) dan 

objektifnya  (memiliki  penghasilan  di  atas  penghasilan  tidak  kena  pajak)  wajib 

melakukan kewajiban administrasi perpajakannya. Oleh karena itu, Pajak 

Penghasilan  dari  tahun  ke  tahun  selalu  menjadi  salah  satu  prioritas  Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengumpulkan 

penerimaan negara.  

Terkadang  ada  Wajib  Pajak  yang  menerima  penghasilan  lebih  dari  satu 

pemberi kerja sehingga penghasilan relatif menjadi besar dan cenderung kurang 

bayar  atas  PPh  terutangnya  yang  jumlahnya  juga  relatif  besar,  terkadang  Wajib 

Pajak merasa keberatan jika harus sekaligus melunasi  pajak yg terutang di akhir 

tahun. Untuk itulah kenapa ada Pajak Penghasilan 25 yang berisi tentang angsuran 

pajak yang nantinya bisa meringankan beban wajib pajak atas Pajak Penghasilan 

(PPh) yang terutang di akhir tahun. Akan tetapi wajib pajak masih belum 

mengetahui bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan 25 atas orang pribadi 

itu  sendiri,  dikarenakan  Wajib  Pajak  masih  ada  yang  belum  memahami  terkait 

prosedur  penghitungan,  pembayaran,  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  25  tak 

jarang  untuk  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  yaitu  konsultan  pajak  berdasarkan 

Pasal 1 ayat 1 PMK No. 111/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa konsultan pajak 

adalah  orang  yang  memberikan  jasa  konsultasi  perpajakan  kepada  wajib  pajak 

dalam  rangka  menjelaskan  hak  dan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) tersebut juga dijelaskan bahwa untuk merahasiakan dan 

mempertanggungjawabkan  data  serta  menghindari  hal-hal  buruk  lainnya,  wajib 

pajak  hendaknya  menggunakan  jasa  konsultan  yang  telah  memiliki  izin  praktik 

resmi.  
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Berdasarkan uraian di atas, masih adanya wajib pajak orang pribadi yang 

belum memahami terkait prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak 

penghasilan 25 atas orang pribadi agar dapat meringankan beban pajak terhutang 

pada  akhir tahun.  Dan  mengacu  pada  kinerja  salah  satu  kantor  Konsultan  pajak 

yaitu  Kantor  Konsultan  Pajak  Drs  Agus  Sambodo  dan  Rekan  yang  mempunyai 

klien terkait pajak penghasilan 25 atas wajib pajak orang pribadi, maka oleh penulis 

akan  dibuat  Laporan  Tugas  Akhir  dengan  judul  “  Prosedur  Penghitungan, 

Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 25 Atas Wajib Pajak Orang 

Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  maka  akan  diajukan  rumusan 

masalah  yaitu:  Bagaimana  Prosedur  Penghitungan,  Pembayaran,  Dan  Pelaporan 

Pajak  Penghasilan  25  Atas  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Melalui  Jasa  Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan  

Adapun tujuannya yaitu: Mengetahui Prosedur Penghitungan, Pembayaran, 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. 

1.3.2 Manfaat  

Manfaat yaitu : 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menjadikan  sarana  latihan  kerja  dan  penerapan  ilmu  pengetahuan  yang 

diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan; 

2) Memperdalam dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan di lapangan 

mengenai dunia kerja khususnya di dunia perpajakan. 
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b. Bagi Perusahaan 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan 

Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi 

maupun bersifat organisasi; 

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara 

menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang 

professional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari 

berbagai  macam  literatur,  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan 

dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu 

permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penghitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25. 

 

2.1 Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan  

2.1.1 Pengertian Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan 

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam  transaksi  perusahaan  yang  terjadi 

berulang-ulang.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  penghitungan  adalah 

perbuatan  (hal,  cara,  dan  sebagainya)  memperhitungkan  yang  digunakan  untuk 

menetapkan jumlah kemungkinan terjadinya sesuatu. Jumlah suatu kejadian. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghitungan (Diakses pada 23 Februari 2018). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah proses, cara, 

perbuatan membayar(kan), pembayaran, pemasukan, penyerahan 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran (Diakses pada 23 Februari 2018). 

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu 

dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan 

tertentu (Siagina,2003). 

 

2.2 Perpajakan  

2.2.1 Pengertian Pajak 

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 

Tahun  2009  pada  pasal  1  ayat  1  menjelaskan  bahwa  Pajak  adalah  kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Halim dkk. (2017:1) menyimpulkan, “Pajak adalah prestasi 

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-

norma  yang  ditetapkannya  secara  umum),  tanpa  adanya  kontraprestasi  dan 

semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum”. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.2.2  Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanaan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  minuman  keras  untuk  mengurangi 

konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan  atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan,  undang  –  undang 

maupun  pelaksanaan  pemungutan  pajak  harus  adil.  Adil  dalam  perundang  – 

undangan  di  antaranya  mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata,  serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding 

ke Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 

warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis) 

Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil 

pemungutannya.  

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

 

2.2.4 Teori Pajak 

Menurut  Mardiasmo  (2016:5)  terdapat  beberapa  teori  yang  menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, 

teori tersebut antara lain adalah: 
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a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh 

karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan)  masing-masing  orang.  Semakin  besar  kepentingan  seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 

pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 

1) Unsur  Objektif,  dengan  melihat  besarnya  penghasilan  atau  kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

2) Unsur  Subjektif,  dengan  memperhatikan besarnya  kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 

d. Teori Bakti  

Dasar  keadilan  pemungutan  pajak  terletak  pada  hubungan  rakyat  dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.  

 

2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut  Halim  dkk.  (2017:3)  Hukum  pajak  mempunyai  kedudukan  di 

antara hukum-hukum sebagai berikut: 
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a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan 

individu lainnya. 

b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 

rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut : 

1) Hukum Tata Negara 

2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administrastif) 

3) Hukum Pajak 

4) Hukum Pidana 

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.  

 

2.2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil  

Menurut  Mardiasmo  (2016:7)  Hukum  pajak  mengatur  hubungan  antara 

pemerintah  (fiscus)  selaku  pemungut  pajak  dengan  rakyat  sebagai  wajib  pajak. 

Seperti berikut ini: 

a. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek Pajak), siapa 

yang  dikenakan  pajak  (subjek  pajak),  berapa  besar  yang  dikenakan  (tarif 

pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan 

hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan 

b. Hukum  Pajak  Formil,  memuat  bentuk/tatacara  untuk  mewujudkan  hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum 

ini memuat antara lain: 

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

2) Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak  

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 

3) Kewajiban wajib pajak misalnya meyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan 

banding.  

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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2.2.7 Pengelompokan Pajak 

Menurut  Mardiasmo  (2016:7)  Terdapat  berbagai  jenis  pajak,  yang  dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: 

(a) Pajak  Propinsi,  contoh:  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 

(b) Pajak Kabupaten atau  Kota, contoh: Pajak  Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan.  
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2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2017:08), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel 

pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini 

penjelasannya. 

1) Stelsel Nyata (riel) 

Stelsel ini menyaakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena 

itu,  pemungutan  pajaknya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak 

diketahui.  

2) Stelsel anggapan (fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Sebagai  contoh,  penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga 

pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang 

terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak 

yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada 

awal tahun yang bersangkutan. 

3) Stelsel Campuran  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi 

antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya 

pajak  dihitung  berdasarkan  keadaan  sesungguhnya.  Jika  besarnya  pajak 

berdasarkan  keadaan  sesungguhnya  lebih  besar  daripada  besarnya  pajak 

menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh 

Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada 

besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali 

(restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah 

diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 huruf a).  
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b. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya. 

1) Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal ) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak 

yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak 

dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, 

baik dari indonesia maupun dari luar indonesia. 

2) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

pengahasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari 

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. 

3) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara.  

c. Sistem pemungutan Pajak  

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : 

1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk  menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya 

sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku. 

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  banyak  tergantung 

pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan). 

2) Self Assessment System 

Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  wajib  pajak  dalam 

menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai 

dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam 
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sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan 

untuk: 

(a)  menghitung sendiri pajak yang terutang; 

(b)  memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

(c)  membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 

(d)  melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 

(e)  mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar 

tergantung  pada  wajib  pajak  sendiri  (peranan  dominan  ada  pada  wajib 

pajak). 

3) With Holding System 

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang 

berlaku.  Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  banyak 

tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada 

pihak ketiga.      

 

2.2.9 Timbulnya Utang Pajak 

Menurut Resmi (2017:11), Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya 

utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran 

formil. 

a. Ajaran Materiil 

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya 

undang-undang  perpajakan.  Dalam  ajaran  ini,  seseorang  akan  secra  aktif 

menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self 

assessment system. 
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b. Ajaran Formil 

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannnya 

surat  ketetapan  pajak  oleh  fiskus  (pemerintah).  Untuk  menetukan  apakah 

sesorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang masih harus 

dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat 

ketetapan  pajak.  Ajaran  ini  konsisten  dengan  penerapan  official  assessment 

system. 

 

2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak 

Menurut  Resmi  (2017:12),  Utang  pajak  akan  berakhir  atau  terhapus  jika 

terjadi hal-hal sebagai berikut. 

a. Pembayaran atau Pelunasan 

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh 

wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos). 

b. Kompensasi 

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi 

karena kelebihan pembayaran pajak. 

c. Kedaluwarsa 

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka waktu 

tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut 

telah dianggap lunas, dihapus, berakhir, atau tidak dapat ditagih lagi. Utang 

pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung 

sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, 

atau tahun pajak yang bersangkutan. 

d. Pembebasan atau Penghapusan 

Kewajiban  pajak  oleh  wajib  pajak  tertentu  dinyatakan  dihapus  oleh  fiskus 

karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi 

memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak 

mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.  
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2.2.11 Tarif Pajak 

Menurut  Halim  dkk.  (2017:08),  Untuk  menghitung  besarnya  pajak  yang 

terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif 

pajak  dapat  berupa  angka  atau  persentase  tertentu.  Jenis  tarif  pajak  dibedakan 

menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan 

tarif degresif (menurun). 

a. Tarif Tetap 

Tarif  tetap  adalah  tarif  berupa  jumlah  atau  angka  yang  tetap,  berapa  pun 

besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea 

materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa 

pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. bea materai juga dikenakan 

atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam 

peraturan tentang Bea Materai. 

b. Tarif Proporsional (Sebanding) 

Tarif proporsional adalah tarif berupa persenatase tertentu yang sifatnya tetap 

terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan 

pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara 

proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada 

PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% 

untuk jasa lain). 

c. Tarif Progresif (meningkat) 

Tarif  progresif  adalah  persentase  tarif  yang  digunakan  semakin  besar  bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
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Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3 (tiga): 

1) Tarif Progresif Progresif  : kenaikan presentase semakin besar 

2) Tarif Progresif Tetap : kenaikan presentase tetap 

3) Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif Degresif (Menurun) 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

 

2.2.12 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Menurut Halim dkk.  (2017:47), pengertian subjek pajak dan wajib pajak 

adalah:  

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

b.  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayaran  pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 

Daerah. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak atas 

penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna 

membiayai  belanja  negara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan  tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk  (Pohan, 2014:147). 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
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2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2017:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu 

yang  mempunyai  potensi  untuk  memperoleh  penghasilan  dan  menjadi  sasaran 

untuk dikenakan Pajak Penghasilan. 

Resmi (2017:71) menyebutkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 

Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi 

Orang  Pribadi  sebagai  subjek  Pajak  dapat  bertempat  tinggal  atau  berada  di 

Indonesia atau di luar Indonesia. 

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 

pengganti,  menggantikan  mereka  yang  berhak,yaitu  ahli  waris.  Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksutkan agar 

pengenaan  pajak  atas  penghasilan  yang  berasal  dari  warisan  tersebut  tetap 

dapat dilaksanakan. 

c. Subjek Pajak Badan 

Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan, 

baik  yang  melakukan  usaha  maupun  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara atau badan  usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, 

organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap.  Badan  usaha  milik  negara  dan  badan  usaha  milik  daerah  merupakan 

Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit 

tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang 

dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang menjalankan usaha 

atau  melakukan  kegiatan  untuk  meperoleh  penghasilan  merupakan  Subjek 

Pajak. 
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d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk  Usaha  Tetap  adalah  bentuk  usaha  yang  dipergunakan  oleh  orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

1) Tempat kedudukan manajemen; 

2) Cabang perusahaan; 

3) Kantor perwakilan; 

4) Gedung kantor; 

5) Pabrik; 

6) Bengkel; 

7) Gudang; 

8) Ruang untuk promosi dan penjualan; 

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

10)  Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

11)  Perikanan, peternakan, pertanian,perkebunan, atau kehutanan; 

12)  Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

13)  Pemberian jasa dalambentuk apapun olehpegawai atau orang lain,  

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalamjangka waktu dua belas bulan; 

14)  Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

15)  Agen  atau  pegawai  dari  perusahaan  asuransi  yang  tidak  didirikan  dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi 

atau menanggung resiko di Indonesia; 

16)  Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan melalui internet. 
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2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan (Pohan, 2014:153) adalah: 

a. Badan perwakilan negara asing 

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing 

dan  orang-orang  yang  diperbantukan  kepada  mereka  yang  bekerja  pada  dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi-Organisasi  internasional  yang  ditetapkan  oleh  Menteri    Keuangan 

dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh pennghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dengan syarat: 

1) Bukan warga Negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia. 

 

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan 

Yang  menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan.  Penghasilan  yaitu  setiap 

tambahan  kemampuan  ekonomi  yang  diterima atau  diperoleh  oleh  Wajib  Pajak, 

baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan bentuk apapun menurut Halim dkk. (2017:51). 

a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah: 

1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah,  tunjangan, honorarium, 
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komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3) Laba usaha. 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

(a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal; 

(b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,    

sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya; 

(c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama 

dan dalam bentuk apapun; 

(d) Keuntungan  karena  pengalihan  harta  berupa  hadiah,  bantuan  atau 

sumbangan; 

(e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan perusahaan pertambangan. 

5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya. 

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk deviden dari 

perusahaan  asuransi  kepada  pemegang  polis  dan  pembagian  sisa  hasil 

usaha koperasi. 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11) Keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai  dengan  jumlah 

tertentu yang telah ditetapkan denagn Peraturan Pemerintah. 

12) Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25 
 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14) Premi asuransi. 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16) Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  dikenakan 

pajak. 

17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah imbalan bunga sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan. 

18) Surplus Bank Indonesia. 

b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: 

1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan,  pendidikan,  sosial  termasuk yayasan  koperasi, atau  orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2) Warisan 

3) Harta sebagai peengganti saham atau setoran modal. 

4) Imbalan natura. 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi. 

6) Deviden  yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal 

dari laba ditahan dan kepemilikan 20%. 

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai. 

8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan. 

9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi. 

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan 

Menteri Keuangan. 

11) Beasiswa. 

12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau litbang. 
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13) Bantuan  atau  santunan  yang  dibayarkan  oleh  Badan  Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 

Menurut Resmi (2017:175), pajak penghasilan pasal 25 merupakan 

angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib untuk setiap bulan dalam tahun 

pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 

1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  No.  36  Tahun 

2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Pembayaran  angsuran  setiap  bulan  itu  sendiri 

dimaksudkan  untuk  meringankan  beban  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak 

terutang.  Angsuran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  25  tersebut  dapat  dijadikan 

kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada 

akhir  tahun  pajak  yang  dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak 

Penghasilan. 

 

2.4.2 Prosedur Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 

Menurut  Resmi  (2017:348),  Besarnya  angsuran  pajak  dalam  tahun  pajak 

berjalan  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  (Pajak 

Penghasilan  Pasal  25)  adalah  sebesar  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  menurut 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi 

dengan: 

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 

Pasal 23; serta  

b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan  

c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 

Kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

Penghitungan  tersebut  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  bagi  Wajib  Pajak  orang 

Pribadi dan Wajib Pajak Badan.  
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1) Penghitungan  Angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  bagi  Wajib  Pajak 

Orang Pribadi  

PPh menurut Surat pemberitahuan Tahunan PPh tahun lalu   Rp. xxx 

Pengurangan atau Kredit pajak tahun lalu: 

PPh Pasal 21    Rp. xxx 

PPh Pasal 22    Rp. xxx 

PPh Pasal 23    Rp. xxx 

PPh Pasal 24    Rp. xxx 

Total Kredit Pajak        Rp. xxx (-) 

Dasar penghitungan angsuran tahun ini    Rp. xxx 

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun ini =  Dasar  penghitungan  angsuran  :  12  atau 

banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. 

  

2) Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak  

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu    Rp. xxx 

Pengurangan/kredit pajak tahun lalu: 

PPh Pasal 21    Rp. xxx 

PPh Pasal 22    Rp. xxx 

PPh Pasal 23    Rp. xxx 

PPh Pasal 24    Rp. xxx 

Total Kredit Pajak       Rp. xxx (-) 

Dasar penghitungan angsuran tahun ini   Rp. xxx 

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun ini =  Dasar  penghitungan  angsuran  :  12  atau 

banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu.  
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2.4.3 Beberapa Masalah atau Kasus Untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 

25 

a. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan 

PPh 

Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT 

Tahunan  PPh  adalah  sebesar  angsuran  pajak  untuk  bulan  terakhir  dari  tahun 

pajak yang lalu. 

b. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu 

Apabila  dalam  tahun  pajak  berjalan  diterbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  untuk 

tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat 

Ketetapan  Pajak  tersebut  dan  berlaku  mulai  bulan  berikutnya  setelah  bulan 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak.  

 

2.4.4 Hal-Hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 

25 

Menurut Resmi (2017:350), pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran 

pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan 

mendekati  jumlah  pajak  yang  akan  terutang  pada  akhir  tahun.  Oleh  karena  itu, 

dalam hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan 

besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun 

berjalan, apabila: 

a. Wajib Pajak Berhak Atas Kompensasi Kerugian. 

Jika Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian, besarnya angsuran PPh Pasal 

25  sama  dengan  PPh  yang  dihitung  atas  dasar  penghitungan  PPh  dikurangi 

dengan  PPh  yang  dipotong/dipungut  atau  terutang  di  luar  negeri  yang  boleh 

dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh, 

kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.  

b. Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur. 

Peghasilan  teratur  adalah  penghasilan  yang  lazimnya  diterima  atau  diperoleh 

secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak. Penghasilan 

ini dapat bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, maupun 
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pengalihan harta dan/atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh 

yang bersifat final. 

Jika Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur maka besarnya angsuran 

PPh Pasal 25 adalah sama dengan PPh yang dihitung dengan dasar penghitungan 

PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong, dipungut, dibayar atau terutang di luar 

negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan 

Pasal 24 UU PPh, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun 

pajak. Dasar penghitungan PPh yang dimaksud adalah jumlah penghasilan netto 

menurut  SPT  tahunan  PPh  tahun  pajak  yang  lalu  setelah  dikurangi  dengan 

penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. 

c. SPT Tahunan PPh Tahun Yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu 

Yang Ditentukan. 

Apabila  SPT  Tahunan  PPh  tahun  yang  lalu  disampaikan  setelah  lewat  batas 

waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun 

pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak 

untuk wajib pajak badan, besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut: 

1) Untuk  bulan-bulan  mulai  batas  waktu  penyampaian  SPT  sampai  dengan 

bulan sebelum disampaikannya SPT tersebut, besarnya angsuran PPh Pasal 

25 sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak 

yang lalu dan bersifat sementara.  

2) Untuk bulan-bulan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, 

besarnya angsuran  PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan 

yang  telah  dibahas  sebelumnya  dan  berlaku  surut.  Ketentuan  tersebut 

adalah: 

(a) Besarnya  angsuran  PPh  Pasal  25  sama  dengan  PPh  yang  terutang 

menurut SPT Tahunan PPh tahun ynag lalu dikurangi dengan PPh yang 

dipotong/dipungut oleh pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) 

serta PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh 

dikreditkan (Pasal 24), dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya 

bulan dalam bagian tahun pajak.  
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(b) Jika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun yang lalu, besarnya 

angsuran PPh Pasal 25 adalah sesuai dengan jumlah  yang tercantum 

dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut dan dimulai pada bulan 

berikutnya setelah bulan penerimaan SKP. 

(c) Jika Wajib Pajak berhak terhadap kompensasi, besarnya angsuran PPh 

Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh 

tahun yang lalu (PPh yang terutang ini dihitung berdasarkan 

penghasilan kena pajak yang telah memperhitungkan kompensasi 

kerugian)  dikurangi  dengan  PPh  yang  dipotong  atau  dipungut  oleh 

pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) dan PPh yang dibayar atau 

terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24), dibagi dengan 

12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

(d) Jika wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, besarnya 

angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang menurut SPT 

Tahunan PPh tahun yang lalu (PPh yang terutang ini dihitung berdasar 

penghasilan teratur saja), dikurangi dengan PPh yang 

dipotong/dipungut oleh pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) 

dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan (Pasal 24), dibagi dengan 12 (dua belas) atau  banyaknya 

bulan dalam bagian tahun pajak. Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada 

huruf a lebih besar daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b, atas 

kekurangan  tersebut  terutang  bunga  2%  (dua  persen)  sebulan  untuk 

jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 

dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Apabila 

besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih kecil daripada besarnya PPh 

Pasal 25 pada huruf b, atas kelebihan setoran tersebut dapat 

dipindahbukukan  ke  PPh  Pasal  25  bulan-bulan  berikutnya  setelah 

penyimpanan SPT Tahunan PPh. 
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d. Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan 

PPh 

Jika  Wajib  Pajak  diberikan  perpanjangan  jangka  waktu  penyampaian  SPT 

Tahunan PPh, besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebgai berikut:  

1) Untuk  bulan-bulan  mulai  batas  waktu  penyampaian  SPT  Tahunan  Sampai 

dengan  bulan  sebelum  disampaikannya  SPT  Tahunan  tersebut,  besarnya 

angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan SPT Tahunan sementara yang 

disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin 

perpanjangan. 

2) Untuk bulan –bulan setelah wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, 

besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali bedasarkan SPT Tahunan 

tersebut  (sama  dengan  ketentuan  pada  huruf  b  “SPT  Tahunan  PPh  Tahun 

yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan) dan 

berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Apabila 

besarnya PPH Pasal 25 pada huruf a lebih besar daripada besarnya PPh Pasal 

25 pada huruf b, atas kekurangan tersebut terutang bunga 2% (dua persen) 

sebulan untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh 

Pasal  25  dari  masing-masing  bulan  sampai  dengan  tanggal  penyetoran. 

Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih kecil daripada besarnya 

PPh  Pasal  25  pada  huruf  b  maka  atas  kelebihan  setoran  tersebut  dapat 

dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah 

penyampaian SPT Tahunan PPh  

e. Wajib  Pajak  Membetulkan  Sendiri  SPT  Tahunan  PPh  yang  Mengakibatkan 

Angsuran Bulanan Lebih Besar Daripada Angsuran Bulanan Sebelum 

Pembetulan. 

Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan 

PPh tahun pajak yang lalu, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan 

SPT Tahunan PPh Pembetulan tersebut dapat berlaku surut mulai bulan batas 

waktu  penyampaian  SPT  tersebut.  Penghitungan  kembali  besarnya  angsuran 

PPh  Pasal  25  berdasarkan  SPT  Pembetulan  tetap  memperhatikan  ketentuan 

kompensasi kerugian dan ketentuan penghasilan tidak teratur. Apabila besarnya 
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PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT Tahunn tersebut lebih besar daripada PPh 

Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 

terutang bunga sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu yang dihitung sejak 

jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan 

tanggal pembayaran . Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT 

Tahunan tersebut lebih kecil daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan 

pembetulan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke PPh 

Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT Tahunan 

Pembetulan. 

f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.  

Perubahan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karen penurunan usaha 

maupun peningkatan usaha. Penurunan atau peningkatan usaha tersebut 

berpengaruh pada besarnya penghasilan dan selanjutnya mempengaruhi PPh.  

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib 

Pajak mengalami penurunan usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh  yang 

akan  terutang  untuk  tahun  pajak  tersebut  kurang  dari  75%  (tujuh  puluh  lima 

persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh 

Pasal 25 maka wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan 

besarnya PPh Pasal 25 dengan cara sebagai berikut:  

1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

tempat Wajib Pajak terdaftar. 

2) Pengajuan Permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut harus 

disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan 

perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh 

Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. 

3) Apabila  dalam  jangka  waktu  satu  bulan  sejak  tanggal  diterimanya  surat 

permohonan wajib pajak tentang pengurangan PPh Pasal 25, Kepala Kantor 

Pelayanan  Pajak  tidak  memberikan  keputusan  maka  permohonan  Wajib 

Pajak tersebut dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan 

pembayaran  PPh  Pasal  25  sesuai  dengan  penghitungannya.  Apabila  dalam 

tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan 
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diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 

150% (seratus lima puluh persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar 

penghitungan,  besarnya  PPh  Pasal  25  untuk  bulan-bulan  yang  tersisa  dari 

tahun pajk yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan 

kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sebdiri atau Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  

 

2.4.5 Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP 

Tertentu Lainnya 

Menurut Mardiasmo (2016:305), Sesuai Pasal 25 ayat (7) UU PPh, 

penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP baru, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

a. Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru  

1) Wajib Pajak Baru adalah adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang 

baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas 

dalam tahun pajak berjalan.  

2) Besarnya  angsuran  PPh  Pasal  25  setiap  bulan  untuk  WP  baru  dihitung 

berdasarkan  penerapan  tarif  umum  atas  penghasilan  neto  sebulan  yang 

disetahunkan dibagi 12 (dua belas). 

3) Dalam hal WP Baru hanya menyelenggarakan pencatatan dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau 

menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat 

dihitung  besarnya  penghasilan  neto  setiap  bulan,  penghasilan  neto  fiskal 

dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran 

atau penerimaan bruto. 

4) Dalam hal WP Baru menyelenggarakan pembukuan dan dari 

pembukuannya  dapat  dihitung  besarnya  penghasilan  neto  setiap  bulan, 

penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. 

5) Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang 

disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP. 
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b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi Wajib Pajak bank atau sewa 

guna  usaha  dengan  hak  opsi  (financial  lease),  adalah  sebesar  jumlah  pajak 

penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi 

fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan 

dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri 

untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). 

c. Besarnya  angsuran  PPh  Pasal  25  untuk  Wajib  Pajak  BUMN  dan  BUMD 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dan sewa 

guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung 

berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja 

dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah 

disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan 

pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 

24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 

(dua  belas).  Dalam  hal  Rencana  Kerja  dan  Anggatan  Pendapatan  (RKAP) 

belum  disahkan,  maka  besarnya  angsuran  PPh  Pasal  25  untuk  bulan-bulan 

sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan 

terakhir tahun pajak sebelumnya. 

d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan Wajib 

Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan 

keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan 

penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala 

terakhir  yang  disetahunkan  dikurangi  dengan  pemotongan  dan  pemungutan 

PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar 

negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). 

e. Besarnya  angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  untuk  Wajib  Pajak  orang 

pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh 

lima  persen)  dari  jumlah  peredaran  bruto  setiap  bulan  dari  masing-masing 

tempat  usaha.  Untuk  Pajak  Penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  yang 

diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tidak 
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melebihi Rp 4.800.000.000 akan dibahas tersendiri dalam bagian Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2). 

 

2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Menurut Waluyo (2012:34), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan  dan  pengikhtisaran  suatu  transaksi  keuangan  kaitannya  dengan 

kewajiban  perpajakan  dan  diakhiri  dengan  pembuatan  laporan  keuangan  fiskal 

sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perpajakan  yang  terkait  sebagai  dasar 

pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

 

2.5.2. Proses Akuntansi Pajak 

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti 

biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi 

ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan 

informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, 

kemudian di posting, lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan 

pembuatan laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau 

tahunan  (Waluyo, 2012:57). 

 

2.5.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 

Dibayar Sendiri  

Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang dianut yaitu self 

assessment system bahwa kepada wajib pajak diberikan kewenangan sepenuhnya 

untuk menghitung pajak terutang, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

pajak yang terutang. Khusus untuk pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh 

wajib  pajak  selama  tahun  berjalan  atas  usahanya  sesuai  ketentuan  yang  berlaku 

disebut  Pajak  Penghasilan  Pasal  25.  Dengan  demikian,  PPh  pasal  25  adalah 

angsuran  pajak  penghasilan  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak  setiap 

bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 

digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh 
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penghasilan  wajib  pajak  pada  akhir  tahun  pajak  yang  dilaporkan  dalam  surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.  Jika PPh Pasal 25 dibayar, maka dicatat 

sebagai  uang  muka  PPh  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.,  dan 

nantinya diakhir tahun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. (Waluyo, 

2012:258) 

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:  

a. Jurnal Pembayaran Masa  

Uang Muka PPh  25  xxx 

Kas    xxx 

b. Jurnal Pembayaran Pajak Akhir Tahun 

Hutang Pajak PPh 21   xxx 

 Uang Muka PPh 25  xxx 

 Kas     xxx 

 

 

 

   

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


37 
 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan  

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan di Jl. Baiduri Pandan No. 

11 Malang pada bagian Konsultan Pajak. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan  

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan surat tugas nomor 

0605/UN25.1.2/SP/2018  yaitu  dimulai  dari  tanggal  26  Februari  2018  sampai 

dengan tanggal 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan.  

Adapun kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Kantor Konsultan 

Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan  

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 08.00 – 16.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu 08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Minggu Libur Libur  

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Kantor  Konsultan  Pajak  Agus  Sambodo  dan  Rekan  terdapat  4  (empat) 

perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT.Cipta Sarana Cendekia (Professional 

Education  Development  Partner),  CV.  Cipta  Jasatama  (Training  &  Education 

Center), KKP Agus Sambodo dan Rekan (Registered Tax Consultants), dan KAP 

Drs.  Abdul  Ghonie  Abubakar dan Rekan (Registered Public Accountants). Pada 

pelaksanaan Laporan Tugas Akhir akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis 

 Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


38 
 

dengan judul “ Prosedur Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan  Pasal  25  Atas Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Melalui  Jasa  Kantor 

Konsultan  Pajak  Drs.  Agus  Sambodo  dan  Rekan”.  Sehingga  pada  pelaksanaan 

Laporan Tugas Akhir, penulis ditempatkan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan.  

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal  

Selama pelaksanaan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang dapat dilihat dalam 

Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal  

No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 26 
Februari 2018 
Penanggung 
jawab : Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani. 

a. Perkenalan 
b. Belajar memahami kegiatan 

apa saja yang berada  KKP 
Drs. Agus Sambodo  dan 
Rekan. 

 
 
 

a. Dapat berkenalan 
dengan seluruh 
karyawan KKP Drs. 
Agus Sambodo  dan 
rekan. 

b. Dapat mengetahui  
kegiatan apa saja yang 
berada di KKP Drs. 
Agus Sambodo  dan 
Rekan. 

2. Selasa,27 
Februari 2018  
Penanggung 
jawab: Drs Agus 
Sambodo 
SE.,MSA.,BKP 
dan Nanda Putri 
Aprilianti 
 
 
 
 

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan PT. XXX 

b. Pelatihan Perpajakan Brevet 
A, B, & C tentang  Tax 
Flow dan Ketentuan Umum 
Perpajakan 
 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan perusahaan. 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait Tax 
Flow dan  Ketentuan 
Umum Perpajakan. 
 

Bersambung 
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(a) (b) (c) (d) 
3. Rabu,28 Februari 

2018 
Penanggung 
Jawab: Drs. 
Sugiarto 
M.Pd.,BKP dan 
Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Merekap bukti potong PPh 
Pasal 23 atas PT XXX 

b. Pelatihan Perpajakan Brevet 
A, B, & C tentang   
Ketentuan Umum 
Perpajakan  
 

a. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 
23 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait  
Ketentuan Umum 
Perpajakan 
 

4. Kamis, 01 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Merekap bukti potong PPh 
Pasal 21 atas PT XXX 

b. Pelatihan Perpajakan Brevet 
A,B & C tentang Pajak 
Penghasilan Pasal 21 & 26 

a. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 
22 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
Pajak Penghasilan 
Pasal 21 & 26 

5. Jum’at,02 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani  

a. Menghitung PPh 21 dan 25 
atas gaji pegawai PT XXX 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung  Pajak 
Penghasilan  Pasal 21 
atas Pegawai 
Perusahaan 
 

6. Sabtu, 03 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno 
  

a. Menginput data keuangan 
kas kecil Universitas XXX 

b. Diskusi pelaporan Pajak 
atau SPT Tahunan 
menggunakan e-filing 

 

a. Dapat mengetahui 
pengeluaran terkait 
kas kecil Universitas 
XXX 

b. Dapat mengetahui 
tentang e-filing 
 

7. Senin, 05 Maret 
2018 
Penanggung 
jawab: Retno dan 
Tim Instruktur 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing.  

b. Pelatihan Perpajakan Brevet 
A, B, & C tentang  
workshop  

a. Dapat mengetahui 
tata cara pelaporan 
SPT tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan apa 
yang dibahas dalam 
workshop 

8. Selasa, 06 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno dan 
Tim Instruktur 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing.  

b. Pelatihan Perpajakan Brevet 
A, B, & C tentang workshop 

a. Dapat mengetahui 
tata cara pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan apa 
yang di bahas dalam 
workshop 

Sambungan 

Bersambung 
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(a) (b) (c) (d) 

9. Rabu, 07 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Eka,  dan 
 Tim Instruktur 

a. Menjadi bagian dari Tim 
Asesor untuk Ujian 
Kompetensi Keahlian 
Sekolah Menengah 
Kejuruan  

a. Dapat memahami 
tugas dari seorang 
Asesor Ujian dan 
merekap berkas yang 
diperlukan dalam 
Ujian Kompetensi 
Keahlian 

10. Kamis, 08 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani   

a. Menginput data Tax 
Amnesty PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan Brevet 
A,B & C tentang workshop 

a. Dapat memahami 
tentang Tax Amnesty 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan apa 
yang dibahas dalam 
workshop 

11. Jumat, 09 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Menginput data Aset Tetap 
PT.XXX 

 

a. Dapat mengetahui 
tentang aset Tetap 

12. Sabtu, 10 Maret 
2018  
Penanggung 
jawab:  Nanda 
Putri Aprilianti 

a. Diskusi pelaporan SPT 
Tahunan menggunakan e-
Form 

b. Melaporkan SPT Tahunan 
orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

a. Dapat mengetahui 
Pelaporan SPT 
Tahunan 
menggunakan e-Form 

b. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-form 

13. Senin, 12 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
orang Pribadi 
menggunakan e-Form  
melalui e-filing. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
SPT PPh Akhir Tahun 
(1770) 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-form 

b. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian SPT PPh 
Akhir Tahun Orang 
Pribadi 

14. Selasa, 13 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:   Kartika 
Ayu Rahmadani 
 
 
 
 
 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
orang Pribadi 
menggunakan e-Form. 

b. Membuat e-SPT atas Orang 
Pribadi 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
SPT PPh Akhir Tahun 
Badan (1771) 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-form 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat e-SPT 
atas orang pribadi 

c. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian SPT PPh 
Akhir Tahun Badan  

Bersambung 

Bersambung 

Sambungan 
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(a) (b) (c) (d) 

15. Rabu, 14 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Membuat e-SPT atas Orang 
Pribadi 

b. Melaporkan SPT Tahunan 
orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
SPT PPh Akhir Tahun 
Badan (1771) 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat e-SPT 
atas orang pribadi 

b. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
Surat Pemberitahuan  
Tahunan 
menggunakan e-form 

c. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian Surat 
Pemberitahuan 
Tahuan  Badan 

 
16. Kamis, 15 Maret 

2018 
Penanggung 
Jawab:  Nanda 
Putri Aprilianti 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

b. Merekap data PPh 23 atas 
P.XXX 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
e-SPT Masa 21 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-form 

b. Dapat memahami 
penghitungan PPh 23 
dalam perusahaan 

c. Dapat mengerti 
bagaimana pengisian 
SPT masa 21 secara 
eletronik 

17. Jumat, 16 Maret 
2018  
Penanggung 
jawab: Nanda 
Putri dan Kartika 
Ayu 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing 

b. Membuat e-SPT orang 
Pribadi atas klien 

a. Dapat mengetahui 
pelaporan SPT 
Tahunan melalui e-
filing atas pegawai PT 
XXX 

b. Dapat mengetahui 
bagaimana cara 
pengisian SPT OP 
secara elektronik 

18. Senin, 19 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno dan 
Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT Tahunan 
Pegawai atas PT.XXX 
melalui e-filing. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
e-faktur 

a. Dapat mengetahui 
pelaporan SPT 
Tahunan 
menggunakan e-filing 
atas pegawai PT XXX 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat faktur 
pajak secara 
elektronik 
 
 
 
 
 

Bersambung 

Bersambung 

Sambungan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


42 
 

 

(a) (b) (c) (d) 

19. Selasa, 20 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 

a. Membuat e-SPT atas klien  
b. Merekap Laporan 

Keuangan atas klien 
PT.XXX 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C tentang e-
faktur  

a. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
secara elektronik 

b. Dapat mengetahui 
susunan laporan 
keuangan perusahaan 

c. Dapat mengetahui 
cara membuat faktur 
pajak secara 
elektronik 

    

20. Rabu, 21 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri dan Azizah  

a. Menginput Daftar Harta 
pada e-SPT atas klien 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang e-
SPT orang pribadi  

a. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
secara elektronik 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
orang pribadi secara 
elektronik 

21. Kamis, 22 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs 
Sugiharto,M.Pd.,
BKP dan Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Merekap data Laporan Tax 
Amnesty CV.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Jasa Kontruksi  

a. Dapat memahami 
tentang Tax Amnesty 

b. Dapat mengetahui 
tentang perpajakan 
atas Jasa Kontruksi 

22. Jumat, 23 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE dan 
Retno  

a. Menghitung, Mengarsip 
dan Membuat SPT PPh 
Pasal 21 atas Komisaris 
(clien) 

b. Merekap data Laporan Tax 
Amnesty CV.XXX 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung dan 
melaporkan SPT PPh 
Pasal 21 atas 
Komisaris 

b. Dapat memahami 
tentang Tax Amnesty 

23. Sabtu, 24 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Retno  

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan CV. XXX 

b. Merekap bukti potong PPh 
Pasal 23 

 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan perusahaan 

b. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal  
23 
 
 
 
 
 
 

Sambungan Sambungan 

Bersambung 
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(a) (b) (c) (d) 

24. Senin, 26 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Azizah 
dan Drs. 
Sugiharto, 
M,Pd.,BKP 

a. Merekap Data Rekening 
Koran Kopkar Mapan 
Sejahtera PT. XXX mulai 
Januari s/d Desember 2017 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
Jasa Kontruksi 

a. Dapat memahami 
dan mengerti PPh 
yang dipotong atas 
rekening koran di 
bank  

b. Dapat mengetahui 
tentang perpajakan 
atas Jasa Kontruksi 

 
 

25. Selasa, 27 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri dan Drs.Ali 
Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,B
KP  

a. Merekap data Buku Besar 
atas KSP XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Tax Planning  

a. Dapat mengetahui 
cara membuat Buku 
Besar  

b. Dapat mengetahui 
manajemen 
perpajakan 
kedepannya 

26. Rabu, 28 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
dan  Drs.Ali Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,B
KP 

a. Mengoreksi ulang Laporan 
Keuangan atas PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Tax Planning  

a. Dapat melatih 
ketelitian dalam 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 

b. Dapat mengetahui 
tentang manajemen 
perpajakan 
kedepannya 

27. Kamis, 29 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE dan  
Drs.Ali Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,B
KP 

a. Mengoreksi ulang 
Laporan Keuangan atas 
PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Pembahasan soal-soal 
Ujian Sertifikasi 
Konsultan Pajak 

a. Dapat melatih 
ketelitian dalam 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 

b. Dapat mengetahui 
materi-materi tentang 
Ujian Ssertifikasi 
Konsultan Pajak dan 
strategi cara 
mengerjakannya 

28. Sabtu, 31 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Putri 
Aprilianti 

a. Diskusi Mengenai Tugas 
Akhir  

b. Merekap data Faktur 
Pajak PT.XXX 

a. Dapat mengetahui 
tambahan – 
tambahan materi 
untuk Tugas Akhir 

b. Dapat memahami 
tentang Faktur Pajak 

 
 
 
 

Sambungan 

Bersambung 
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3.3 Jenis Data dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan  Laporan Tugas  Akhir ini 

yaitu  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2016:31)  Data 

kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data 

kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Surat Pemberitahuan 

Tahunan 2016, Draft Penghitungan PPh Kurang Bayar Akhir Tahun, Bukti Bayar 

Pajak  Penghasilan  Pasal  25  selama  tahun  2017  dan  Cetakan  Kode  Billing. 

Menurut  Sugiyono  (2016:207) Data  Kualitatif  adalah  data  informasi  yang 

berbentuk  kalimat  verbal  bukan  berupa  simbol  angka  atau  bilangan.  Data 

kualitatif  pada  pelaksanaan  kegiatan  ini  berupa  Informasi  terkait  wajib  pajak 

yang bersangkutan Bapak ABC terkait pekerjaan, sumber penghasilannya, dan 

jasa  yang  ditawarkan  oleh  kantor  Konsultan  Pajak  Drs.  Agus  Sambodo  dan 

Rekan. 

 

(a) (b) (c) (d) 

30. Selasa, 3 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan PT. XXX 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan perusahaan 

31. Rabu, 4 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs. 
Sugiharto,M.Pd.,
BKP 

a. Diskusi tentang peraturan 
terbaru Perpajakan  

a. Dapat mengetahui 
peraturan-peraturan 
perpajakan terbaru 
dan perbandingan 
dengan peraturan 
lama 

32. Kamis, 5 April 
2018 Penanggung 
Jawab: Drs.Ali 
Irfan,MSA.,Ak.,C
A.,BKP 

a. Diskusi perpajakan tentang 
Aspek Perpajakan Dana 
Desa 

a. Dapat mengetahui 
dan lebih mengenal 
tentang apasaja aspek 
perpajakan yang ada 
dalam Dana Desa 

33. Jumat, 6 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs Agus 
Sambodo, 
SH.,MSA.,BKP 
dan Dwi Hariyani 

a. Closing Ceremony dan 
Berpamitan kepada semua 
staff Kantor Konsultan 
Pajak Drs. Agus Sambodo 
dan Rekan 

 

Sambungan 
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3.3.2 Sumber Data 

Data  yang  digunakan  dalam  Pelaksanaan  Laporan  Tugas  Akhir  ini  adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data (Sugiyono, 2016:137). diperoleh langsung dari Wajib Pajak pada 

Konsultan. Data primer diperoleh dari konsultan pajak yang menangani wajib 

Pajak  yang  bersangkutan.  Data  yang  diperoleh  terkait  dengan  perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 seperti Surat 

Pemberitahuan Tahunan 2016, Draft Penghitungan PPh Kurang Bayar Akhir 

Tahun,  Bukti  Bayar  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  selama  tahun  2017  dan 

Cetakan Kode Billing. 

b. Data Sekunder 

Data  sekunder  adalah  data  yang  tidak  langsung  memberikan  sata  kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016:137) . Data diperoleh dari pihak lain berupa 

data  olahan  yang  memperkuat  data  primer.  Sumber  data  sekunder  seperti 

artikel,internet, jurnal, dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi  pustaka  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

b. Wawancara  

Wawancara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  tanya 

jawab kepada narasumber Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus  Sambodo dan 

Rekan yang berhubungan dengan masalah Prosedur Penghitungan, 

Pembayaran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Atas  Wajib  Pajak 

Orang Pribadi Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. 
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Seperti tanya jawab mengenai data wajib pajak dan teori terkait Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Pada pelaksanaan laporan tugas akhir yang dilaksanakan di Kantor 

Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan tentang Prosedur Penghitungan 

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang 

Pribadi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi 

telah diperhitungkan dengan benar dengan memperhatikan Pajak terutang 

dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun lalu dan Kredit Pajak yang 

dibolehkan  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25.  

b. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi 

telah dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak 

Penghasilan Pasal 25 dan sudah menggunakan Kode Billing sesuai dengan 

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. 

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi  telah 

dilakukan  tepat  waktu  dan  bukti  bayar  dari  bank  dengan  tertera  Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sudah dianggap melaporkan Surat 

Pemberitahuan  (SPT)  masa  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  sesuai  dengan 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008. 

  

5.2 Saran  

Berdasarkan Pembahasan mengenai Prosedur Penghitungan Pembayaran dan 

Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Atas  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Karena pembayaran sudah dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo 

pembayaran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  maka  bagi  Bapak  ABC  harus 

mempertahankan  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  yang  sudah  baik 

karena  tidak  terlambat  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya 

seperti membayar dan melaporkan pajaknya.  

 
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


63 
 

 
 

b. Bagi Konsultan Pajak supaya rutin untuk memberi himbauan kepada klien 

agar tidak terlambat dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25, karena 

sebagai seorang konsultan pajak tidak hanya mengerjakan pajak kliennya, 

akan tetapi juga mengedukasi para kliennya.  
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi  
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Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing  
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Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 

 

Bersambung 
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Sambungan 
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja 

Nyata 
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Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Tahunan 2016 Orang Pribadi 1770 S 

(Bagian Induk) 
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Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Tahunan 2016 1770 S – I Bagian C 

(Kredit Pajak) 

 

Bersambung 
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Lampiran 12. Draft Perhitungan Bagian Konsultan KKP Drs Agus Sambodo 

& Rekan 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


80 
 

 
 

 

Lampiran 13. Cetakan Kode Billing Pajak Penghasilan Pasal 25 
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Lampiran 14. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Maret 

2017 
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Lampiran 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
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Lampiran 16. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan  

Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 
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Lampiran 17. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22 /PJ/2008 
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Lampiran 18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-

11/PJ/2016 
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Lampiran 19. Transkrip Wawancara 

Nama Narasumber : Nur Azizah SE.,MM 

Hari, Tanggal   : Kamis, 22 Maret 2018 

Jam    : 13.00 – 13.15 WIB 

Disusun Jam   : 19.30 – 20.00 WIB 

Tempat Wawancara : Kantin KKP Agus Sambodo dan Rekan 

Topik Wawancara : Data Wajib Pajak Klien KKP Agus Sambodo dan Rekan. 

 

Pewawancara  : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam. Siang juga.  

Pewawancara  : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan  
beberapa hal terkait data wajib pajak di kantor ini untuk bahan 
tulisan laporan tugas akhir saya bu. 

Narasumber : Ya boleh silahkan 

Pewawancara  : Hari rabu kemarin saya dan teman – teman mendapatkan tugas 
dari ibu dewi untuk menghitungkan dan membuatkan e-spt wajib 
pajak orang pribadi dari “Puskud E” ada 10 orang bu.  

Narasumber : Terus data 10 orang itu mau dipakai semua ? 

Pewawancara  : Tidak bu. Jika berkenan saya ingin menggunakan data wajib 
pajak bapak xxx karena bapak xxx tersebut di SPT Tahunannya 
terdapat angsuran pajaknya, dan kebetulan saya ingin mengangkat 
mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 atas wajib pajak orang 
pribadi sebagai bahan laporan tugas akhir saya bu. Bagaimana bu ? 

Narasumber : Selain bapak ABC apa tidak ada lagi ? 

Pewawancara  : tidak ada bu, untuk data wajib pajak orang pribadi yang lain pajak 
terhutang tahunannya relatif tidak terlalu besar dan tidak 
mengangsur bu. Bagaimana bu apa boleh ? 

Narasumber : Ok. bapak itu memang penghasilannya besar, ada 5 atau 4 kalok 
tidak salah bukan hanya jadi pengurus di “Puskud E” tapi dengan 
catatan. Nama, NPWP, dan alamatnya tidak diperlihatkan di 
laporanmu ya,  

Pewawacara  : Baik bu, untuk berkas terkait SPT Tahunannya dan bukti 
bayarnya bisa saya lihat lagi kapan bu? 

Narasumber : Hari sabtu aja ya, kamu ke saya lagi.  

Pewawancara  : Baik bu. Terimakasih. 
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Nama Narasumber : Drs. Agus Sambodo SH.,MSA.,BKP 

Hari, Tanggal   : Sabtu, 24 Maret 2018 

Jam    : 14.30 – 15.00 WIB 

Disusun Jam   : 19.30 – 20.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tengah KKP Agus Sambodo dan Rekan 

Topik Wawancara : Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Pewawancara  : Assalamualaikum Pak Agus, maaf mengganggu. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam mas, ada apa ? 

Pewawancara  : begini pak. Saya mau menanyakan tentang PPh pasal 25 pak. 

Narasumber  : Orang Pribadi atau badan ? 

Pewawancara  : Orang pribadi pak, mulai dari penghitungan, pembayaran, dan 
pelaporannya pak? 

Narasumber : Penghitungannya kan relatif mudah ya. Misal untuk 
menghitungan angsuran pajak tahun 2017, berarti tinggal pajak 
terhutang di spt tahunan 2016 dikurangi kredit pajak lalu dibagi 12 
bulan.  

Pewawancara  : Iya pak, untuk pembayaran tetep sama bisa juga dengan E-Billing 
ya  pak dengan dengan KJP 411125 dan KSP 100 masa ya pak ? 

Narasumber : iya mas, nah untuk pelaporannya itu tidak perlu lapor dengan spt 
masa, nanti bisa lewat bukti bayar dari bank atau kantor pos yang 
sudah tertera NTPN itu sudah dianggap melaporkan PPh pasal 25 

Pewawancara  : Untuk Peraturan pelaksananya pak ? 

Narasumber : Itu silahkan di cek yang terbaru ya mas. Ada lagi? 

Pewawancara  : Untuk Jasa yang ditawarkan oleh KKP disini meliputi apa aja 
pak? 

Narasumber : untuk jasanya itu, yang kami tawarkan itu ada semuanya, seperti 
Tax Review, Tax Compliance, Tax Research, Tax Planning, Tax 
Litigation, Tax Administration. Bisa dikatakan disini kita semua 
nangani. 

Pewawancara  : biasanya yang paling sering dikerjakan yang mana pak ? 
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Narasumber  : semua ada biasanya, tapi yang sering ini mas, Tax Compliance itu 
atau bisa dibilang pemenuhan kewajiban perpajakan, biasa kita 
bantu itu yang kadang bingung. Sama tax planning, tax 
administration itu juga kadang wp badan-badan itu banyak mas. 

Pewawancara  : baik pak, untuk sementara cukup itu dulu sih pak. Sudah terjawab 
juga. Terimakasih pak. 

Narasumber  : baik mas. Jangan lupa dipelajari juga yang badan itu PPh 25 nya 
ya.  

Pewawancara  : iya pak.   
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